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ABSTRAK
JUDUL
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN
HAK ATAS TANAH DIKOTA MEDAN
' STUDI PADA BPN MEDAN

OLEH
NETTY HERTATI TAMBUNAN
NPM : 09.840.0174
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
pemerintah wajib mendaftar seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia baik
dengan pendekatan sistematis maupun sporadik. Ditinjau dari sudut keruangan
secara horizontal, tanah diklarifikasikan sebagai ruang pemukiman, ruang
produksi, serta ruang cadangan dan pelestarian.Bila diteliti hubungan manusia
dengan tanah, dalam pasal 2 UUPA hubungan itu diatur oleh Negara dalam
memberikan keseimbangan dan keselarasan antara hubungan hukam yang bersifat
formal dan juga hubungan hukum yang bersifat materil.

Pendaftaran tanah berarti mencatat hak-hak yang dipegang oleh
perorangan atau kelompok maupun suatu lembaga atas bidang tanah oleh pejabat
yang berwenang dan mengeluarkan surat bukti hak seperti hak milik, hak guna
bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan lain-lain. _

Hal ini diketahui dari pasal 19 UUPA yang menyatakan bahwa demi
kepastian hukum tanah harus didattarkan, dengan memperlihatkan keadaan sosial
ekonomi dan rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya
pendaftaran.Namun tidak semua masyarakat vang melaksanakan pendaftaran
tersebut dikarenakan pemahaman masyarakat Kota Medan yang kurang, masalah
pendanaan, dan sosialisasi pemerintah dalam pendaftaran tanah.

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pemahaman masyarakat tentang pendaftaran tanah, mengetahui hambatan-
hambatan yang dihadapi serta mengetahui peranan dan upaya pemerintah dalam
rangka pendaftaran tanah Kota Medan.

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk melengkapi keakuratan
data-data:

1. Metode penelitian Kepustakaan (Library Research), ini dilakukan untuk
mempelajari karangan-karangan ilmiah guna mendukung tulisan.

2. Metode penelitian lapangan, ini dilakukan untuk menyempumakan tulisan
dengan wawancara.

Kesimpulan dari penelitian adalah pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota
Medan dipersentasekan meningkat dikarenakan peningkatan kebutuhan
masyarakat akan jaminan kepastian hukum di bidang tanah untuk memperkuat
pembuktian sertifikat sebagai bukti pemegang hak atas tanah.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arti dan fungsi tanah bagi suatu komunitas sangat dipengaruhi oleh
dinamika sosial dari daerah dan Negara tertentu. Masyarakat Indonesia yang
genuinnya merupakan komunitas petani, melihat tanah tidak hanya sekedar
sumber ekonomi. Melainkan lebih jauh lagi, tanahsebagai jati diri satu kelompok
masyarakat.

Masalah pertanahan dewasa ini menjadi masalah yang pelik dan rumit.
Dimana-mana terjadi sengketa tanah tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di desa-
desa. Tragisnya, kebanyakan dari masalah tanah tersebut tidak mendapat
penyelesaian yang jelas, dengan perkataan lain, tidak ada kepastian hokum. Bagi
masyarakat Indonesia, secara filosofis tanah adalah Bumi, air dan segala yang ada
di atasnya beserta seluruh yang terkandung didalamnya.! ditinjau dari sudut
keruangan secara horinzonta!, tanah dapat diklasifikasikan sebagai ruang
pemukiman, ruang produksi, serta ruang cadangan dan pelestarian.

Rincian keruangan tersebut satu sama lain saling berhubungan secara
mikro dan makro kosmos, walau rincian itu tidaklah muktlak. Pengolonggannya
hanya didasarkan pada fungsinya saja.

UUPA yang juga hukum tanah di Negara Indonesia, bukanlah sekedar

mengatur hubungan manusia dengan tanah secara formal.

! A.P. Parlindungan Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung,
1988, hal.11
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Namun lebih daripada itu, baik secar materil dalam arti hubungan magis
anatara tanah itu dengan dirinya, terutama dalam tindakannya mengelola tanah
tersebut demi kelangsungan hidupnya.

Penguasaan tanah diupayahkan semaksimal mungkin untuk dapat
meningkatkan kesejahteraan hidunya, berbagai upaya dilakukan oleh manusia

untuk dapat menguasai tanah dan tentunya mempertahankan dari pihak lain.

Dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia dan makhluk
hidup lainnya berhubungan dengan tanah. Bila diteliti hubungan manusia dengan
tanah, dalam pasal 2 UUPA jelas tergambar. Juga perlu diingat, hubungan itu
adalah diatur oleh Negara dalam memberi kesimbangan dan keselarasan antara
hubungan hukum yang bersifat formal dan juga hunbungan hukum yang bersifat
materil yang disebut magis tadi.?

Hubungan manusia dengan tanah sangat erat, karena diatasnya manusia
dilahirkan, dibesarkan, disosialisasikan, beranak atau berketurunan serta pada
akhir hayatnya dikubur kedalam tanah. Hubungan itu mutlak dan tidak dapat
dipisahkan.

Disinilah pula ditemukan kehidupan dan perkembangan unsur kebudayaan
universal yakni sistem bahasa sebagai lambing komunikasi, system mata
pencarian hidup, sistem organisasi social, sistem pengetahuan, sistem teknologi,

sistem keberanian, dan religi atau kepercayaan.

2 Muh. Yamin, dan Abdul Rahim Lubis, Beberapa Masalah Actual Hukum Agraria,
Pustaka bangsa Pres, Medan, 2004.hal 126
Maria Somardjono, Martin Samosir, Hukum Pertanahan dalam berbagai aspek, Bina
Media, Medan, 2000, hal 35
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